Menimbang

Mengingat

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
- NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

Pémerintah Kota Tebing Tinggi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf 8, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah dj
Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092); , .
Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851); .
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Nomor 4286);
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia .
Tahun 2014 'Nomor 244, Tambahan Lembaran Npgara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

Unda?ng-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3133);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
é i g,s)Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
quoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negt:rng
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); y:-
Perat_gran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R i .
Nomor 6041); gara Republik Indonesia



14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Menetapkan :

15.

16.

tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

TEBING TINGGL
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

10.

11.

12. D



13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Kuasa bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebahagian tugas BUD.

Pengguna Barang ‘adalah Kepala SKPD selaku pejabat

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan Pengguna  Anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan

PPTK adalah pejabat pada SKPD /Unit Kerja yang
melaksanakan saty atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai bidang tugasnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut Spp

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disebuyt SPP-UP
adalah doku.men Yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayax:an langsung.



26.

27.

28.

(1)

(2)

SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluara_n untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah Kkerja
lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD
berdasarkan SPM.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

APBD secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,
kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Wali K ini iputi
ta
pPenatausahaan keuangan daerah untuk: = T melpud

a.

(1)

kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Tebj inggi

; Ing Tinggi yang
seluruh sumber pembiayaannya berasa] dari
bela}nja lan.gsung APBD; dan ot kelompole
kegiatan di lingkqngan Pemerintah Kotg Tebing Tinggi yang

sebagian atay seluruh sumber Pembiayaannya berasal dari

BAB 1V
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 4



(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Wali Kota;

Wakil Wali Kota;

Sekretaris Daerah;

Kepala BPKPAD;

Sekretaris BPKPAD;

Kuasa BUD;

Bidang Administrasi;

Bidang Operasional; dan
i. Pembantu Operasional. .

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
untuk melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan
daerah serta memberi pertimbangan kepada Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mengambil
kebijakan dalam pengelolaan penatausahaan keuangan
daerah.

(4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(5) Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan honorarium sesuaij dengan kemampuan keuangan
Daerah.

(6) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

FRMoQ0OP

BAB V
TUGAS TIM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 5

daerah dan mew
kekayaan daerah Yang dipisahkan.

Pasal 6

(1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam
membantu  Wali Kota menyusun  kebijakan dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah termasuk pengelolaan penatausahaan keuangan

(2) Sekretaris daez:ah selaku koordinator pengelolaan keuangan

tugas koordinasij di-bidang_:
& penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan

APBD;

b. penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan pen elolaan
barang daerah; ! pens

C. penyusunan rancangan APBD dan rancangan
perubahan APBD; s

d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

e. tu_gas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan
Pejabat pengawas keuangan daerah; dan

f.  penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



(3)

4)

(1)

()

3)

Selain mempunyé.i tugas koordinasi sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2) sekretaris daerah mempunyai tugas:

. memimpin TAPD;
menyiagkan pedoman pelaksanaan APBD;

menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD /DPPA-
SKPD; dan

melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan
keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Wali Kota. |
Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) kepada Wali Kota.

noop

@

4. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah; ,

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan
APBD;

C. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi BUD;

€. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

f.  melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Wali Kota.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaky BUD

berwenang:

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

mengesahkan DPA-SKPD /DPPA-SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memperikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem

pPenerimaan dan pengeluaran kas daerah;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan SPD;

rr.1e1:1yiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian

Pinyaman atas namg Pemerintah daerah;

melaksanakan  sistem akuntansi dan ela
keuangan daerah; pelaporan

foop

B mmmao

dilingkungan SKPKD untuk melaksan -
d e | akan tugas tugas
a. men]);usun rancangan APBD dan fancangan Perubahan

fnergyiapkan pelaksanaan pPinjaman d’an pPemberian
Jaml:-zkan atas namg Pemerintah daerah;

Inelaksanakan sistem akuntansi dan

keuangan daerah; pelaporan
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(4)

(1)

(2)

3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

g melasl,{;anakan kebijakan dan pedoman pengelolaan
serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

Wali Kota melalui sekretaris daerah.

Pasal 8

Kuasa Bendahara Umum Daerah terdiri dari:
Kuasa BUD Urusan Pendapatan;
Kuasa BUD Urusan Belanja dan Anggaran;
Kuasa BUD Urusan SP2D;
Kuasa BUD Urusan Kas Daerah;
Kuasa BUD Urusan Kebijakan Pelaksanaan APBD;
Kuasa BUD Urusan Akuntansi; dan
g Kuasa BUD Urusan Aset Daerah.
Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf a
mempunyai tugas:
a: melaksanakan pemungutan pajak daerah; dan
b. mengelola/menatausahakan investasi daerah.
Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mempunyai tugas:
a. mempersiapkan anggaran KAS;
mempersiapkan SPD; dan
C. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBD.
Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
mempunyai tugas:
a. meneliti SPM;
mempersiapkan dan menandatangani SP2D;
C. melakukan penagihan piutang Daerah; dan
d. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
mempunyai tugas:
a. menyimpan uang daerah;
b. melaksanakan peénempatan uang daerah; dan
C. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan atas
beban rekening kas umum daerah.
Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
mempunyai tugas:
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. memberikan ° petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaaan dan pengeluaran kas daerah;
C. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBD; dan i
d. n}ex:lyiapkan - pelaksanaan pinjaman dan pemberian
bPinjaman atas nama pemerintah daerah.
Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
Imémpunyai tugas: _
a. melaksanakan sistem akuntansi dap pelaporan
keuangan daerah; dan
menyajikan informasij keuangan daerah.
Kuasa BUI? sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
mempunyai tugas: ‘

8. menyimpan seluruh bukt asli kepemilikan kekayaan
daerah; :

"o a0 o



©)

(1)

(2)

b. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah
Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya

kepada BUD.
Pasal 9

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tim sebag.ai.max?a
dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk sekretariat yang dipimpin
oleh Sekretaris BPKPAD. .
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu
oleh:

a. bidang administrasi;

b. bidang operasional; dan

C. pembantu operasional.

BAB VI

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 10

Untuk pelaksanaan APBD, Wali Kota menetapkan:

pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;

pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga,

belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,

belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja

tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada

SKPKD;

8 bendahara penerimaan pembanty dan bendahara
pengeluaran pembanty SKPD; dan

h. pejabat lajnnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

mopoop



(5)

(1)

)

3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

. (3 13 * 2)
Penetapan - pejabat sebagaimana dlmaksu.d pafia ayat {
dan al;'at (4) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun
anggaran berkenaan.

Pasal 11

Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan,
bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat |
dibantu oleh pembantu bendahara.

Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dir_naksud
pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau
pembuat dokumen penerimaan.

Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat
dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

Pasal 12

Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah

pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah

setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan cara:

a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;

b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan
dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan

c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti

pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c¢ diterbitkan

dan disahkan oleh PPKD.

Pasal 13

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan
penatausahaan terhadap  seluruh penerimaan dan
penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung
Jjawabnya,

Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menggunakan:

a. buku kas umum;

b.  buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan

€. buku rekapitulasi penerimaan harian. -

Bendal}ara peneri dalam melakukan penatausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:

a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah) ;

b. surat ketetapan retribusi (SKR);

C. surat tanda setoran (STS);

d. surat tanda bukt pembayaran; dan

€. bukti penerimaan lainnya yang sah.



@

(5)

(6)

(7)

(8)

(2)

)

ahara penerimaan pada SKPD ' wajib
E&eerrlgpertanggunwabkan secara adrpinistrauf atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggl.mg jawabnya d.engan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan
kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan

ikutnya. ,_ .

gi?xﬁihaia penerimaan pada SKl"D wajib
mempertanggungjawabkan secara fungsmna.} atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung Ja}wabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya. .
Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:
a. buku kas umum;
b. buku pembantu per rincian objek penerimaan;
¢ buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
d. bukti penerimaan lainnya yang sah. '
PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis

rangka rekonsiliasi penerimaan.

Format buku kas umum, buku pembantu per rincian objek
penerimaan dan bukuy rekapitulasi penerimaan harian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan
ketentuan peraturan yang berlaku.

Format surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan
retribusi, surat tanda setoran, dan surat tanda bukti

pgmbaygran sebagai a8 dimaksud pada ayat (3)

Bank, - badan, _ lembaga keuangan atay kantor pos
sebaga}mana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluryh uang
yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama
1 (satu) harj kerja terhitung sej uang kas tersebut diterima.
Bank, _ badan, lembaga keuangan atay kantor pos
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang
diterimanya kepada Wali Kota melalui BUD,



| 4 Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapgt
@ menglggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik
lainnya.

Pasal 15

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka:

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya “1
(satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut. wa;1b
memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk
untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara
penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan
yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3
(tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan
dan diadakan berita acara serah terima;

¢. apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum
juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang
bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari
jabatan sebagai bendahara Penerimaan dan oleh karena ity
segera diusulkan penggantinya.

Pasal 16

(1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka
manajemen kas menerbitkan SPD.

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh
kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

(3) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan
SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 17

(1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3),
bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);

C. SPP Tambahan Uang (SPP-TU);
d. SPP Langsung (SPP-LS);

€. SPP GU.NIHIL: dan

f. SPP TU.NIHIL.

(3) Pengajuan SPp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
8, huruf b, dan huryuf ¢ dilampiri dengan daftar rincian
réncana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.

Pasal 18

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh
bendahara pengeluaran untyk memperoleh persetujuan dari
peéngguna anggaran /kuasa péngguna anggaran melalyj PPK-
SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.



(2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari: :

a. surat pengantar SPP-UP;

b. ringkasan SPP-UP;

c. rincian SPP-UP; .

d. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh

ngguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang
gieengﬁ:takan bahwa uang yang diminta qdak
dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan
saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
e. salinan Peraturan Wali Kota yang mengatur besaran UP
untuk SKPD; dan
f.  lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 19

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan ole}{
bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari
pengguna nggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-
SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.

(2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari: :

surat pengantar SPP-GU;

ringkasan SPP-GU;

rincian SPP-GU;

Surat  pengesahan laporan pertanggungjawaban

bendahara pengeluaran stas penggunaan dana SPP-

UP/GU/TU sebelumnya;

salinan SPD;

draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang
persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
dan

g. lampiran lain yang diperlukan.

(3) Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana
dimaksud dalam Pasa] 18 dan Pasal 19 ditetapkan dalam
Peraturan Wali Kota,

(4 SPP GU.NIHIL adalah dokumen yang diterbitkan oleh

e op

"o

(5) Dokumen SPP-GU.NIHIL sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) terdiri dari:

a. surat pengantar SPP-GU.NIHIL;

b. ringkasan SPP-GU.NIHIL;

C. rincian SPP-GU.NIHIL;

d. surat pengesahan  laporan pertanggungjawaban
bendahara pengeluaran atag penggunaan dana SPpP- -
GU.NIHIL;

salinan SPD; dan
lampiran lain yang diperlukan.

S0



(1)

@)

(3)

4

)

(©)

@)

(1)

Pasal 20

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan olek;
bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuar} dari
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-
SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.

Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:

a. surat pengantar SPP-TU;

b. ringkasan SPP-TU;

¢. rincian SPP-TU;

d. salinan SPD; -

e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang
persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;

f.  surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan
pengisian tambahan uang persediaan; dan

g lampiran lainnya.

Batas jumlah pengajuan SPP-TU  harus mendapat

persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian

kebutuhan dan waktu penggunaan.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan

dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke

rekening kas umum daerah.

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang

persediaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dikecualikan untuk:

a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi satu bulan;

b. kegiatan yang mengalami penundaan jadwal yang telah
ditetapkan yang diakibatkan peristiwa diluar kendalj
PA/KPA.

a. surat pengantar SPP-TU.NIHIL;

b. ringkasan SPP-TU.NIHIL;

C. rincian SPP-TU .NIHIL;

d. surat pengesahan  laporan pertanggungjawaban
nggﬁl}gra pengeluaran atas penggunaan dana SPP-
TU.NIHIL; '

€. salinan SPD; '

f.  bukti pengembalian sisa dana TU ke BUD; dan

g lampiran lain Yang diperlukan.

Pasal 21

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk
pembgyaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya
Sésual dengan peraturan perundang-undangan dilakukan
oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan

g?(l;gguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalyj PPK-



(2)

(3)

(4)

(1)

)

(3)

Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gap dian tunjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. surat pengantar SPP-LS;

b. ringkasan SPP-LS;

c. rincian SPP-LS; dan

d. lampiran SPP-LS. )
Lampirafx dokumen SPP-LS untuk pemba}yaran gaji dan
tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d mencakup:

a. pembayaran gaji induk;
b. gaji susulan;

c. kekurangan gaji;

d. gaji terusan; -

e.

uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar

gaji induk/gaji susulan/ kekurangan gaji/uang duka

wafat/tewas;

f. SKCPNS;

8 SKPNS;

h. SK kenaikan pangkat;

i SK jabatan;

j kenaikan gaji berkala;

k. surat pernyataan pelantikan;

1. surat pernyataan masih menduduki jabatan;

m. surat pernyataan melaksanakan tugas;

n. daftar keluarga (KP4);

o. fotokopi surat nikah;

p. fotokopi akte kelahiran;

q. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP)
gayji;

T.  daftar potongan sewa rumah dinas;

S.  surat keterangan masih sekolah /kuliah;

t.  surat pindah;

U. surat kematian;

V. ebiling PPh Pasal 21 ; dan

W. peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan
pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan
Wali Kota/Wakil Walj Kota,

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji

dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

digunakan sesuaj dengan peruntukannya.

Pasal 22

PPTK menyia.pkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan
barang dan Jasa untuk disampaikan kepada bendahara

pengeluaran  dalam rangka pengajuan permintaan
pembayaran.

a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;

C. rincian SPP-LS; dan

d. lampiran SPP-LS,

Lamplr;m c?okumf:in SPP-LS untuk pengadaan barang dan
Jasa sebagaimang dj sud :
J2 sa.hnin Son lmak pada ayat (2) huruf d mencakup:
b. salinan Surat rekomendasi darj SKPD teknis terkait;



4

(5)

(6)

(1)

~ ¢ ebiling pajak disertai faktur pajak (PPN dan.PPh) yang

telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;

d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak

ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak
ketiga;

berita acara penyelesaian pekerjaan;

berita acara serah terima barang dan jasa;

berita acara pembayaran;

kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani

pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran;

surat jaminan bank atay yang dipersamakan yang

dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non

bank;

j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-
kontrak yang dananya ‘sebagian atau seluruhnya
bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;

k. Dberita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh
pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan
barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;

. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan
barang dilaksanakan di lyar wilayah kerja;

m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan
pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami

o' e

[
e

n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian
pekerjaan; !

0. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku/surat pemberitahuan Jjamsostek); dan

p. Kkhusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan
harganya menggunakan biaya personil (billing rate),

Kelen.gkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang
dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
Sesuai dengan peruntukannya,

Dalam hal <1§elengkapan dokumen yang diajukan

Pasal 23

Permintaan pembayaran untyk Suatu kegiatan dga iri
. tt
dari SPP-LS dan/atau SPP- UP/GU/TU. & pat terdin



(2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk .

@ pembayaran langsung kepada pihak ketiga perdasarkan
kontrak dan/atau surat perintah kerja ; setelah
diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutghan SKPD
yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga
dikelola oleh bendahara pengeluaran.

(4) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak
ketiga.

(5) Format dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan Kketentuan
peraturan yang berlaku.

(6) Untuk memudahkan dalam pengerjaan format SPP yang
dimaksud pada ayat (5) dapat mempergunakan sistem
operasi komputer/aplikasi.

Pasal 24

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan
sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan
oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan
rsnlglr:;rgxtkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-

Pasal 25

(1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran
dalam menatausahakan pengeluaran permintaan
pembayaran mencakup:

a. buku kas umum;
b. buku simpanan/ bank;
C. buku pajak;
d. buku panjar;
e. bul::u rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
f.  register SPP-UP/GU/ TU/LS.
8  register SPP GU.NIHIL dan SPP TU.NIHIL,
(2) Dalam rangka pengendaﬁan penerbitan permintaan

(3) Buku-buky sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat dikerjakan oleh
Pembantu bendahara pengeluaran.

(4) Dokumen yang digunakan olep PP alam
K-SKPD (¢
menatausahz]stan penerbitan SPp mencakup register SPP-
(5) Fprmat .dokumen Yang dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2)
T .
(6) Untuk .memudal.lkan dalam pengerjaan buku buky dan karty

dibuat dalam sistem operas;i komputer/ aplikasi.



(1

()

3

(4)

()

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
(4)

Pasal 26

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran - meneliti
kelei%::apan doku/mcn SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP
GU.NIHIL, SPP TU.NIHIL dan SPP-LS yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran.
Penerbitan SPP GU.NIHIL merupakan pengesahan/
pertanggungjawaban UP dan dilakukan dalam hal:
a. sisa dana dalam DPA SKPD yang dapat dibayarkan UP
minimal sama dengan besaran UP yang diberikan;
b. sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada
akhir tahun anggaran; atau
¢. UP tidak diperlukan lagi.
Penerbitan SPP TU.NIHIL merupakan pengesahan /
pertanggungjawaban TU dan dilakukan dalam hatl:
a. kegiatan yang dilaksanakan telah selesai dan dapat
dipertanggungiawabkan; dan
sisa dana TU yang tidak terpakai telah dikembalikan ke
rekening kas daerah.
Penelitian kelengkapan dokumen SPpP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
Dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPK SKPD paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah bukti bukti pendukung diterima secara lengkap

Dalam. hal kelengkapan dokumen yang  diajukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-

. SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU,

SPP GU.NIHIL, SPp TU.NIHIL dan SPP-LS kepada bendahara

menerbitkan SPM.
Dalam hal pengguna anggaran/kuasa

] peéngguna anggaran
berhalgngg.n, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat
yang diberi Wewenang untuk menandatangani SPM.

Pasal 28

Format gspMm sebagaimang dimak

. . sud pada
disesuaikan dengan ketentuan peraturan yanI; berla.l?z?t )
Format syrat penolakan penerbitan SPM sebagaimana

dilna.kSlld pada ayat 2 . .
peraturan yang berliku.( ) disesuaikan dengan ketentyan



(5)

(1)

(2)

(3)
(4)

(1)

2)

3)

(4)

(5)

(6)

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 29

Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam menatausahakan

pengeluaran perintah membayar mencakup:

a. register SPM-UP/SPM-GU/ SPM-TU/SPM-LS/SPM
GU.NIHIL/SPM TU.NIHIL; dan

b. register surat penolakan penerbitan SPM.

Penatausahaan pengeluaran perintah membayar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-

SKPD.

Kglengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan Spap
adalah syrat bPernyataan tanggung Jjawab pengguna
an

Kelen pan dokumen SPM-GU u;1tuk penerbitan SP2D

a. surat bernyataan tanggung jawab
. gnﬁgila;ankél kuasa pengguna anggaran'J Peneguna
. Ukt-bukt pengely ; ;
o oppil pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
Bukti-bukti Pengeluaran i
<ti p . yang dimaksud pag
b telah.d1venﬁkas1 oleh PPK SKPD dan dﬂanp? a:]'lallytkanat (3c)i o
menerbitkan Syrat Pernyataan telah melakukan v, nﬁka?ngarf
l(3ean Surat Pengesahan spy UP/GuU. ) >
rmintaan Pembayaran Spym GU dilakukan
. oleh PA
:::?ag;sa};kan pertanggungjawaban UP/GU yang se::gﬁ
lsasi serendah rendahnya 759, (tujuh pulyn lima per



(7) Untuk keperluan pencatatan penyerapan anggaran ._dan
penyamaan pencatatan realisasi di BUD, SKPD berkewa_jlban.
untuk mengajukan permintaan pembayaran SPM GU di
setiap akhir bulan dengan memperhatikan ketentuan pada..
ayat (6) dengan memberi toleransi realisasi UP kurang dari
75% (tujuh puluh lima per seratus).

(8) SPM GU.NIHIL adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK
SKPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA sebagai
pertanggungjawaban Uang Persediaan.

(9) Kelengkapan dokumen SPM-GU.NIHIL untuk penerbitan
SP2D.NIHIL mencakup:

a. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;

b. pengesahan SPJ GU.NIHIL;

€. bukti penyetoran sisa Uang Persediaan ke rekening kas
daerah; dan -

d. SPIJB.

(10) Bukti-bukti pengeluaran yang dimaksud pada ayat (9) huruf
b telah diverifikasi oleh PPK SKPD dan dilanjutkan dengan
menerbitkan Surat Pernyataan telah melakukan verifikasi
dan Surat Pengesahan SPJ GU.NIHIL.

(11) SPM TU.NIHIL merupakan dokumen yang diterbitkan oleh
PPK SKPD yang telah ditandatangani PA sebagai
pertanggungjawaban TU. '

(12) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D
terdiri dari:

a@. surat pernyataan tanggung  jawab pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
b. surat pertanggungjawaban TU.

(13) Kelengkapan dokumen SPM-TU.NIHIL untuk penerbitan

SP2D NIHIL terdiri dari:

a. surat pertanggungjawaban TU;

b.  bukti bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;

(ci. ls)l;rku pengembalian sisa dana TU ke BUD; dan
. JB.

menerbitkan Surat Pernyataan telah melakukan verifikasj
dan Surat Pengesahan SpJ TU.NIHIL.

(15) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D

a. surat pernyataan tanggungjawab pengguna
anggaran/kuasa peéngguna anggaran;dan

b.  bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuaij
dengan kelengkapan Persyaratan yang ditetapkan dalam
gexlf.ttiu;arlit?erundal.ng-undangan. i

c. ukt-bukti pengeluaran ang di
telah diverifikasi oleh PPK)éKPgD. mekeud pada huruf b

(16) SPTUB yang dimaksud pada ayat (3), ayat (8) dan ayat (12)
at.:lala.h Surat _Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang



(18) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.

(19) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau .
pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD
menolak menerbitkan SP2D.

(20) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan
dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani SP2D.

(21) Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 31

ayat (18) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak
diterimanya pengajuan SPM,

(2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam
Pa.sa.l 39 ayat (19) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung
Sejak diterimanya pengajuan SPM.

(3) Penerbitan SP2D Nihil sebagaaimana dimaksud dalam Pasal

(4) Format surat penolakan penerbi?an SP2D sebagaimana
(1) Kuasa Bup Imenyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk
(2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untylc
(1) Dokumen yang  digunakan : kuasa Byp dalam
(2) Fprmat_ dokumen sebagaimang dimaksud pada a

tyat (1)

(1) Bendahara
pengeluaran  gec . s . .
;empf. rtanggungjawabkan ar;eng:mt’at'f wajib
kepada keﬁjzu SKPD P ogoan/tambah uang persediga.
tanggal 10 bulag bertkuto. 4 PPK-SKPD paling lampar



(2) Dokumen yang 'digunal.kan dalar:k up1'1'1enatausahakan
rtanggungjawaban pengeluaran menc : .
f regigsutm‘m penerimaan laporan pertanggungjawaban
ngeluaran (SPJ); _
b. l?:gigter pengesahan laporan pertanggungjawaban
ngeluaran (SPJ); : .
c. gﬁrft penolakan laporan pertanggungjawaban
eluaran (SP); .
d. ;’:;gter penolakan  laporan pertanggungjawaban
pengeluaran (SP); dzla.{na
€. register penutupan kas. .
(3) Format dokumen ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
(4) Dalam mempertanggungjawabkan penge}olaan uang

mencakup:

a. buku kas umum;

b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertaj
dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas
pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum
dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek
dimaksud;

C. bukti atag penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan

d. register Penutupan kas,

(5) Buku kas umum sebagaimang dimaksud pada ayat (4) huruf
a ditutup setiap bulan dengan Sepengetahuan dan
persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

(6) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimang

(7) Ketentuan batas wakty Penerbitan surat pengesahan

(8) Untuk tertib laporan pe{'tanggungiawa.ban Pada akhir tahyn

(9) Dokumen pendukung SPp-L§ dapat dipersamakan dengan

. bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran
beban langsung kepada pihak ketiga,

(10) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib
mempertanggung]'awabka.n secara fungsional atas
pengelolaal? uang yang menjadj tanggung Jawabnya dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran

epada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 buylan

pertanggungjawaban pengeluaran oleh
(12 ;ngga.ran/kuasa pengguna anggaran
ormat laporan pertanggung]’awaban pengel
; ran geluaran
sebagaimang dimaksud pada ayat (10) disesuaikan dengan
ketentuan peraturan yang berlaku.



Pasal 35

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban

yan
a'

b.

(1)

(2)

)

(4)
()

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban: .
gmeneh'tl; kelengkapan dokumen laporan pertanggunawaban
dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
menguji kebenaran perhitungan ata.s pengeluaraq per
rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian
obyek;

meynghitung pengenaan PPN/PFh atas beban pengeluaran per
rincian obyek; dan

menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang
diterbitkan periode sebelumnya.

Pasal 36

Bendahara pengeluaran pembantu  dapat ditunjuk
berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD,
besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi,
kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan

tanggung Jjawabnya.
Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara
pengeluaran pembanty dalam menatausahakan pengeluaran
mencakup:

a. buku kas umum;

b: buky pajak PPN/PPh; dan

. buku panjar.

pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya,
L?.poran pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimang
dimaksud pada ayat (5) mencakup:

a. buku kas umum;

b. buky pajak PPN /PPh; dan

C. bukti pengeluaran Yang sah.

pengeluaran

4 dalam 3 (tiga)

Pemeriksaan kqg sebagaj )

. galmang dimak. .

ayat (2) dituangiay, dalam beritq acau.aSud Pada ayat (1) gan
Pemeriksaan S.



(4) Berita acara pemeriksaan kas sebagaimana dimak§ud pada
ayat (3) disertai dengan register penutupan kas disesuaikan
dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 38

Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi,
hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan,
belanja tidak terduga, dan pembiayaan melakukan penatausahaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini
dibebankan pada APBD.

Pasal 40
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan pPeénempatannya dalam
Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Kota Tebing Tinggi
pada tanggal 05 JANWART 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 05 JANVART 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

P

-

=
JOHAN SAMOS HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 2



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TEBING TINGGI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor: . /SPTJB/20......

SKPD feererreresnctetierenrnernes ereietreieesteaeraerneas
Kode SKPD ettt ettt eaea e enerestenreenennnan
Tanggal Pengesahan SPJ ettt ettt it trrreieetaeraratesenntnennrnans
Nomor Pengesahan SPJ et e re e e e e e e e anes
Nomor SPM ettt ettt erer e e e rentensaennanenennes
Tanggal SPM ettt e ae e eeeue bt nteeenn s e enas
Jumlah SPJ TRP e, rererenaas
Tahun Anggaran D eveeeeeiereniananen,

Yang bertandatangan dibawah ini Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Anggaran SKPD :.............ccooovunnnnnnn. menyatakan bahwa saya bertanggungjawab

secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh
Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima serta kebenaran
perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran yang
tercantum dalam Pengesahan Surat Pertanggungjawaban sesuai dengan nomor
dan tanggal tersebut diatas,

Bukti bukti pengeluaran anggaran (Kelengkapan SPJ) dan asli setoran

Selaku Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo



SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI SPP

Nomor : /verifikasi spp/20......

SKPD e e
Kode SKPD e n wa e v AR AR B s SRS SRR AR SRS N e
Tanggal Pengesahan SPJ 15 2 X e A S SR R SRR s S s e memal s AR
Nomor Pengesahan SPJ 4005 5 SIS R S S S i e e yia g S e Y SR S
Nomor SPP R N O
Tanggal SPP Sehs s TR rraaanssens ny Ay At e KekE AN N s sy
Jumlah SPP F R
Tahun Anggaran e

Yang bertandatangan dibawah ini, Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD (PPK-SKPD) pada SKPD ....cococooovvviioo dengan ini

menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas

pengajuan SPP seperti yang tersebut diatas dan bertanggungjawab atas
kelengkapan SPP tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....................................................

..........................................

WALI KOTA TEBING TINGGI,

< W oA

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN



